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Abstract

Nationalism constitutes a fundamental concept within modern social
sciences. However, its interpretation and system of meaning are not
always neutral, often leading to paradoxes. This paradox arises from the
notion that pragmatic nationalism is influencing the younger generation,
which, by 2045, has been conceptualized within the sociopolitical
framework as the "golden generation". This generation is inherently
perceived as literate and adaptable to the dynamics of contemporary
technological "logic." Nonetheless, the latent danger confronting the
golden generation is the "ideology" of technocracy embedded in the
application of modern technology. This research aims to internalize the
concept of objective nationalism as a foundational basis for the golden
generation, thereby mitigating the ideological biases present in
technocratic systems. The study employs critical hermeneutics as a
methodological approach to interpreting the written texts that serve as the
primary references for this research. The findings indicate that critical
education regarding objective nationalism is vital for strengthening the
character of the younger generation, enabling them to confront the
rationalizing threats posed by modern knowledge systems. Consequently,
the concept of objective nationalism may function as a proactive
instrument for the golden generation in addressing the ideological
challenges posed by technocracy.
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PENDAHULUAN

Nasionalisme menjadi konsep penting dalam pengalaman konkrit
hidup berbangsa dan berbegara. Meskipun demikian, diperlukan
pengambilan jarak yang obyektif atas konsep maupun penghayatan atas
nasionalisme. Pengambilan jarak obyektif diperlukan agar tetap kritis dan
obyektif terhadap realitas. Obyektivitas dan rasionalitas nilai berfaedah
bagi generasi muda agar tidak terjebak ke dalam pemberhalaan terhadap
konsep nasionalisme. Dari perspektif obyektif, nasionalisme yang
seharusnya dianut adalah nasionalisme kritis tanpa pretensi khusus untuk
menjadikannya sebagai ideologi pemberhalaan.

Pemahaman yang obyektif maupun bertendensi ideologis atas
konsep nasionalisme ini, salah satunya dimotori oleh kekuatan teknologi
informasi. Sementara itu, Filsuf Jaques Ellul memahami fakta rasionalisasi
teknologis sebagai model ketergantungan manusia secara total terhadap
teknologi. Eksistensi manusia dalam konteks ini generasi emas Indonesia
bisa saja menjadi second order sebab cara berpikirnya akan diintervensi
oleh rasionalitas teknologis. Dengan demikian, generasi emas Indonesia
sungguh dihadapkan pada hambatan struktural dan kultural di tahun 2045
maupun pada era sesudahnya.

Tantangan utama di masa depan yang dihadapi yakni rasionalisasi
dan standarisasi pada hampir semua bidang kehidupan (Hussien et al.,
2021). Selanjutnya, bahaya laten yang dihadapi oleh generasi emas yakni
ideologi teknokrasi. Premis dasar teknokrasi mengacu pada konsep
perubahan pemaknaan dan praksis politis, baik di level individual maupun
institusional (Drapalova & Wegrich, 2021).

Pada level kesadaran institusional, ditunjukan secara nyata dalam
bidang pertumbuhan kapitalisme moderen. Kapitalisme moderen
mempersyaratkan laju pertumbuhan ekonomi, rasionalitas instrumental,
diskursus kekuasaan politis, dan ideologis. Kekuasaan politis melahirkan
tragedi ketidaksetaraan yang bermetamorfosa dalam slogan meritokrasi.
Tercipta pula konflik manifes-menyembunyikan kuasa militerisme dan

imperialisme. Sebaliknya, pada level kesadaran individual terjadi
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hegemoni pembangunan dalam bentuk komodifikasi gaya hidup,
rasionalisasi finansial, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya
alam (Spash, 2021).

Rasionalisasi dan modernisasi menciptakan dinamika pertentangan
klasik antara kebutuhan-kebutuhan teknokrasi untuk memperluasa kuasa
di satu sisi dan perjuangan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
universal di titik ekstrem lainnya. Desakan massif untuk memperjuangkan
nilai-nilai etis kemanusian itu-lah yang mejadi hambatan utama yang
dihadapi oleh sistem ideologi teknokrasi (Accetti, 2021).

Teknokrasi dapat didefinisikan sebagai upaya dominasi dan
hegemoni oleh para politisi dan teknokrat dalam rangka mendorong
kebijakan publik yang menguntungkan rezim (Tortola & Tarlea, 2021).
Upaya dominasi melalui paksaan maupun normalisasi ini, juga
memanfaatkan pendekatan ilmiah (scientific) untuk melakukan social
engineering atau rekayasa terhadap kehidupan ber-sosial (Bertsou &
Caramani, 2022).

Implikasi logisnya, generasi emas Indonesia bisa saja menjadi
agen konsumtif sebab terkooptasi oleh kepentingan kapitalisme moderen.
Ketidakberdayaan manusia dalam mengontrol logika teknologis, dapat
ditafsirkan sebagai perwujudan terjadinya tragedi kemanusiaan. Tregedi
humanisasi ini dapat terjadi karena manusia kehilangan eksistensi, esensi,
dan daya kritisnya yang diakibatkan oleh hegemoni ideologi teknokrasi.
Tragedi kemanusiaan perlu diantisipasi lebih dini oleh para stakeholder,
mengingat generasi emas Indonesia di tahun 2045 adalah generasi yang
sangat melek terhadap teknologi. Dan, teknologi memungkinkan lahirnya
dilema "kecanduan” bagi generasi generasi emas Indonesia.

Penelitian ini penting sebab ketahanan identitas kebangsaan
sangat ditentukan oleh penghayatan generasi muda terhadap rasa cinta
tanah air (nasionalisme). Selain itu, generasi emas Indonesia perlu
mengasah pengetahuan secara kritis, agar tidak terjebak ke dalam logika
ideologi teknokrasi. Atas dasar itulah, riset tekstual ini bertujuan untuk

mendorong kesadaran golden generation agar memiliki sensitivitas yang
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tinggi atas identitas nasionalisme dan melek terhadap epistemologi
pengetahuan dan teknologi modern.

METODE

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai model riset hermeneutika
kritis. Model riset hermeneutis kritis menjadi pertimbangan utama sebab
seluruh data yang dimanfaatkan di dalam penelitian ini bersumber dari
teks-teks tertulis. Teks tertulis yang dimaksudkan di sini berupa buku teks
(text book) dan lebih-lebih paper jurnal ilmiah (online) yang bertautan
dengan topik riset. Bertolak dari pokok pikiran di atas, maka pengumpulan
data di dalam penelitian ini dengan cara memilih dan menelaah teks-teks
literal. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan pembacaan
secara kritis dan interpretatif atas seluruh teks yang telah dikumpulkan
tersebut (Dwisusila et al., 2023). Sesudah seluruh teks tertulis itu dibaca
secara kritis, kemudian dilakukan interpretasi kritis terhadap materi
tekstual yang ada. Sementara itu, pada tahap interpretasi tekstual, peneliti
mengandalkan kerja-kerja metodis hermeneutis (Bakker, 1986).

Secara historis maupun epistemologis, perkembangan filsafat
hermeneutika selalu berada dalam intensi atau tegangan antara dua
varian aliran pemikiran besar yang saling beroposisi. Meskipun saling
beroposisi namun, kedua arus perdebatan itu sekaligus saling
mengandaikan. Adapun dua kutub teoritis pada level epistemologis
tersebut yakni aliran intensionalisme dan aliran hermeneutik Gadamerian.

Premis dasar yang dibangun oleh para penganut aliran pemikiran
intensionalisme yakni makna sebuah teks sudah ada karena sudah
dibawa oleh pengarang atau penyusun teks sehingga tinggal menunggu
interpretasi dari penafsir (Bleicher, 2017). Sementara itu, hermeneutika
Gadamerian bertolak dari premis dasar bahwa makna tekstual dicari,
dikonstruksi, dan direkonstruksi oleh penafsir sesuai dengan konteks

horizon penafsir (K.Bertens, 2002).
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Makna tekstual tidak pernah bersifat final, ia senantiasa tergantung
pada konteks penciptaan teks. Sementara itu, peristiva pemahaman
terjadi ketika adanya titik temu cakrawala tempat karya itu berada
(Fransisco Budi Hardiman, 2015; Sumaryono, 1993). Dalam konteks
historis, gagasan hermeneutika menempatkan sejarah itu sendiri sebagai
medan dialog hidup antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan
datang. Dengan demikian, metode hermeneutik berupaya menyesuaikan
setiap elemen dalam setiap teks menjadi satu keseluruhan yang lengkap,
dalam sebuah proses yang lazimnya dikenal sebagai lingkaran
hermeneutik (Fransisco Budi Hardiman, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sisi Paradoksal Konsep Nasionalisme

Filsafat sejarah merumuskan eksistensi manusia sebagai subyek
otentik yang memiliki kesadaran historisitas. Kesadaran terhadap nilai-nilai
historisitas inilah yang kemudian diradikalkan menjadi bagian dari hakikat
eksistensial manusia. Menyadari hakikat eksistential tersebut, maka setiap
manusia dan bangsa memerlukan sejarah. Lebih dari itu, sebuah bangsa
memerlukan sejarah untuk merumuskan identitas kolektivitasnya secara
elegan, khas, sekaligus konstruktif. Identitas sebuah bangsa yang khas
itu, salah satunya terwujud dalam konsep nasionalisme. Konsep
nasionalisme dianut oleh warga-warga negara dalam kategori bangsa
mana-pun. Manifestasi pemahaman atas nasionalisme; entah itu sempit
maupun longgar, sebetulnya hanya menarasikan sebuah konjungtur
sejarah yang senantiasa berkesinambungan (Antonsich, 2020).

Sebagai generasi baru Indonesia yang hadir sesudah tahun 1928,
tentunya sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengalami secara
langsung peristiwa-peristiwva bersejarah di sekitar tahun 1928. Meskipun
demikian, konsep mengenai nasionalisme telah menjadi “credo” tersendiri
yang diulang-ulang oleh pemegang status quo. Peristiwa bersejarah
Sumpah Pemuda 1928 dan lebih-lebih kesadaran mengenai hakikat

nasionalisme telah diterima secara taken-for-granted oleh semua anak
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bangsa sehingga secara aklamasi telah mengaku sebagai anak-anak Ibu
Pertiwi.

Akibatnya, nasionalisme sebagai sebuah konsep, hampir tidak
penah dipersoalkan secara terbuka. Nasionalisme di Indonesia diterima
sebagai sebuah konsep yang seolah-olah netral dan bahkan mengalami
purifikasi. Proses purifikasi tersebut terutama terjadi pada masa
penguasaan Orde Baru. Fakta purifikasi atas konsep nasionalisme ini,
paling nampak benderang dalam praksis kuasa rezim Orde Baru yang
berkesinambungan selama hampir £32 tahun. Selama rezim Orde Baru
berkuasa, seluruh ilmu pengetahuan beserta keseluruhan apparatusnya,
digiring untuk mengamankan status quo (Lieberman, 2021). Jadi, tidak
mengherankan, hampir tidak ada ilmuwan sosial memiliki “nyali” yang
cukup untuk sekedar mempersoalkan keberadaan konsep nasionalisme
Indonesia.

Praktik politik kuasa yang tersentralisiasi itu, kemudian melahirkan
ironi politik baru. Cukup ironis memang, nasionalisme Indonesia
merepresentasikan praktik sebuah “agama baru” yang dianut oleh kaum
cendekiawan Indonesia pada awal abad sampai pertengahan abad
duapuluh (Dhakidae, 2002). Dikatakan demikian karena konsep
nasionalisme diparalelkan begitu saja dengan adagium “demi kepentingan
bangsa dan negara”. Tidak berlebihan jika nasionalisme adalah senjata
paling ampuh bagi rezim yang sedang berkuasa untuk melanggengkan
status Quo.

Sementara itu mengutip pakar ilmu politik (Anderson, 2001),
nasionalisme merupakan konsep yang tidak pernah netral dari tendensi
kepentingan-kepentingan politis. Nasionalisme lahir dalam situasi politik
dunia dan kehadiran maupun faedahnya bermuara pada kepentingan
politis pula. Nasionalisme ala Perancis, Jerman, nasionalisme Asia-
nasionalisme Indonesia adalah presentasi “korban” dari komunitas-
komunitas terbayang atau imagined communities. Komunitas semacam
itu, seolah-olah ada begitu dekat dengan dunia kita, namun

serentak/sekaligus menciptakan gap tersendiri bagi seluruh anak bangsa.
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Atas dasar itu-lah dapat dimengerti bahwa konsep tentang nasionalisme
tidak pernah netral atas kepentingan nilai. Sebab, nasionalisme adalah
perpanjangan dari proyek ideologis imperialisme yang keduanya selalu
saling mengandaikan (Malesevic, 2021).

Bertolak dari pengalaman Indonesia, cukup memberi bukti konkret
bahwa demi nasionalisme, orang dapat dengan mudah-seolah-olah
merasa begitu intim dengan orang lain dan atau etnis lainnya. Dan,
anehnya seolah-olah muncul pula cita rasa senasib dan sepenanggungan.
Namun di sisi lainnya, orang dapat pula dengan mudahnya melakukan
kekerasan fisik, penyingkiran etnis tertentu dan propaganda politis lainnya
hanya dengan bermodalkan slogan “atas nama nasionalisme”. Atas nama
nasionalisme, orang bisa saja berkorban apa-pun termasuk megorbankan
nyawanya sendiri. Dan itu-lah kira-kira tuah dari konsep nasionalisme dan

serempak pula letak sisi paradoksal dari “ideologi” nasionalisme.

Sisi Paradoksal Konsep Golden Generation

Generasi manusia terbaik dalam sebuah bangsa mendapat
predikat spesifik sebagai generasi emas (golden generation). Konsep
generasi emas didasarkan pada cara pandang mengenai hadirnya tipe
ideal manusia yang berada di dalam gambaran masyarakat yang ideal
pula (Ismail et al., 2021). Mengacu pada pokok pikiran ini, maka diskursus
intelektual berkenaan dengan konsep golden generation tengah menjadi
trending topic kontekstual saat ini. Popularitas materi diskusi mengenai
konsep golden generation, bukan saja menjadi materi analisis teoritis
kaum cendekia-cerdik-pandai semata. Melainkan, publik yang paling
awam-sekali-pun dapat mengakses sekaligus mendiskusikannya secara
intens pula. Kemudahan akses informasi semacam ini, tidak terlepas dari
berperannya teknologi komunikasi audio-visual virtual di abad milenial ini.

Sementara itu, prediksi ilmiah para pakar ilmuwan sosial
menyatakan bahwa di tahun 2045, negara Indonesia memasuki usia 100
tahun kemerdekaan sebagai salah satu negara otonom. Prediksi ilmiah

dengan interval waktu yang dihitung secara rigit ini, menjadi moment
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berharga yang paling dinantikan oleh seluruh lapisan warga negara
Indonesia. limuwan sosial memproyeksikan bahwa sistem ekonomi
Indonesia akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan
ekonomi dunia pada tahun 2025. Sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang tersedia, memungkinkan Indonesia akan menjadi negara
industri yang patut diperhitungkan di dunia internasional pada tahun 2045
(Rokhman et al., 2014).

Sementara itu, generasi emas di abad ke-21 tepatnya di tahun
2045 adalah spirit zaman (abad ke-21) yang dapat diklasifikasi ke dalam
tiga prasyarat kondisional yaitu literasi dasar, kompetensi, dan kualitas
dalam konteks karakter. Sistem pengetahuan abad ke-21 akan mengalami
perkembangan yang pesat dan menjadi bagian dari kultur keseharian
generasi emas di tahun 2045. Generasi emas adalah gambaran generasi
unggul yang berpotensi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi abad
ke-21 (Yuningsih, 2019).

Penantian yang panjang atas sebuah tempus historis ini, didasari
oleh asumsi dasar bahwa pada tahun 2045, negara Indonesia akan
“‘mendulang emas” (Irfani et al., 2021). Emas dalam konteks ini adalah
metafora bagi hadirnya generasi produktif dalam skala makro. Catatan
usia produktif berskala besar tersebut, mengacu pada fakta usia
penduduk saat ini yang masih berada di jenjang Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA) (Kementerian Ristekdikti, 2016).

Merujuk pada lengkungan kurva komposisi demografis, dapat
dinyatakan bahwa pada kurun waktu 2015 hingga 2045, piramida
penduduk Indonesia memperlihatkan komposisi yang sangat ideal. Dan,
ciri yang paling menonjol adalah mayoritas penduduk berusia 25-45 tahun
atau disebut usia produktif. Selanjutnya, tahun 2045 diperkirakan menjadi
puncak produktivitas penduduk Indonesia. Bertolak dari prediksi ilmiah ini,
dapat diungkapkan bahwa sejak tahun 2045, negara Indonesia memiliki
surplus sumber daya manusia atau lebih populer dengan istilah bonus

demografi (Irfani et al., 2021).
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Meskipun demikian, surplus sumber daya manusia tidak dapat
berdiri sendiri, melainkan perlu ditopang pula dengan piranti pendidikan
formal. Generasi emas 2045 yang “dikepung” oleh beragam ideologi
global sungguh memerlukan pijakan fondasi pendidikan yang kokoh.
Pengembangan sektor pendidikan (formal-non-formal maupun informal)
sesungguhnya terarah pada visi masa depan. Visi masa depan yang
dimaksud di sini adalah menciptakan warga negara Indonesia yang
berkualitas, inovatif. kreatif, berkarakter, serta memiliki responsibilitas
yang tinggi terhadap nilai-nilai humanitas. Keberhasilan dalam mendesain
dan mempraktikan kurikulum pendidikan formal akan memberikan efek
logis yang luas bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional secara
holistik dan terintegrasi. Maksudnya, pengembangan pendidikan meliputi
matra yang luas, lebih-lebih terhadap dimensi religiositas, etis, sosial,
politik, budaya, maupun ekonomi (Irfani et al., 2021).

Betapapun demikan, bonus demografis bisa saja menjadi
bumerang tersendiri bagi bangsa Indonesia. Atas dasar itu-lah, dunia
pendidikan semestinya menjadi oase bagi generasi emas. Pengelolaan
pendidikan, memang bukanlah persoalan sederhana, karena jika
“pbibitnya” ditabur hari ini, maka manis “buahnya” baru bisa dirasakan 10
hingga 20 tahun mendatang. Jadi, butuh proses, plus kesabaran. Oleh
karena itu, bangsa Indonesia dan terutama pihak pengambil kebijakan
perlu memiliki sikap konsistensi, responsibilitas etis, dan sinergi dalam
menginisiasi lahirnya generasi emas Indonesia 2045 yang kritis dan
produktif.

Pendidikan dengan standar mutu yang terukur senantiasa
diperjuangkan oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian, apparatus
pendidikan formal seperti guru maupun dosen merupakan agen kunci.
Guru dan Dosen dapat “mencetak” manusia muda Indonesia yang cerdas,
inovatif, kreatif, religius, handal, produktif dan komprehensif melalui
pelayanan pembelajaran yang bermutu. Melalui pelayanan pendidikan
bermutu diharapkan terwujudnya generasi emas Indonesia Yyang
berkualitas (Irfani et al., 2021).
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Sisi Paradoksal Kultur Teknokrasi

Teknokrasi merupakan konsep sekaligus diskursus sosio-kultural
yang serius untuk didialogkan dewasa ini. Teknokrasi adalah sebuah
kultur yang dihasilkan dari dominasi rasionalitas ilmiah-teknologis
terhadap peradaban manusia. Jadi, teknokrasi adalah sebuah ideologi
manajemen saintifik yang memang dikalkulasikan probabilitasnya secara
sangat rigit. Manajemen saintifik memungkinkan terjadinya rekayasa
sosial (social engineering) secara sistemik sehingga budaya
organisasinya  selalu  bervariasi yang digambarkan  sebagai
"teknostruktur,”. Pada level ideologis, sistem kepercayaan atas kekuatan
rasionalitas intstrumental didefinisikan sebagai "mentalitas teknokratis
(Yerramsetti, 2021).

Dari sisi historisitasnya, dapat digambarkan bahwa analisis kritis
dan serius berkenaan dengan absurditas kultur teknokrasi dapat mengacu
pada karya-karya akademis yang digarap oleh filsuf Jaques Ellul. Secara
makro, Filsuf Jaques Ellul merumuskan konsep teknokrasi sebagai
sebuah peradaban teknologi (Ellul, 2021). Tesis penting yang diajukan
oleh Ellul bahwa teknologi mengkonstruksi sebuah pandangan dunia yang
mencerahkan dan sekaligus secara eksplisit menampilkan ancaman
serius bagi peradaban manusia. Pada level tak kasat mata, tengah terjadi
proses hegemoni teknologi atas struktur kesadaran serta struktur tindakan
manusia. Momentum dominasi dan hegemoni teknologi atas kesadaran
manusia ini, oleh sejumlah filsuf postmodernisme diinterpretasikan
sebagai gejala teknokrasi (Ulum & Pamungkas, 2020).

Ancaman serius Yyang diakibatkan oleh kultur teknokrasi
berhubungan erat dengan sistem teknologi itu sendiri. Sistem teknologi
yang termanifestasi di dalam otomatisasi, secara sangat sadar
mengelaborasi premis-premis dasar filsafat pragmatisme. Misalnya, ide-
ide tentang inovasi maupun pengembangan teknologi selalu direncanakan

dengan kalkulasi matematis yang sangat ketat. Dan perencanaan yang
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terkalkuasi itu, bukanlah hanya berada di awang-awang melainkan harus
segera dipraktekan di dalam dunia kehidupan konkrit.

Jadi boleh dinyatakan bahwa pengetahuan maupun teknologi perlu
dipaksakan untuk diinternalisasikan ke dalam kehidupan sosial, tanpa
mempertimbangkan secara sungguh-sungguh nilai-nilai etis kemanusiaan.
Tendensi pragmatis semacam ini diinternalisasikan di dalam prinsip sistem
teknokrasi yakni segala planning tentang apa-pun harus segera
dieksekusi sebab secara teknis dimungkinkan. Kultur teknokrasi dianut
secara taat oleh para praktisi politik maupun para teknokrat untuk
mengamankan status kekuasaan. Agar kekuasan itu menjadi sahih dan
terlegitimasi, maka teknokrasi dapat menjadi sarana atau alat politis yang
paling rasional untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengikat
publik secara normatif (Hartley, 2021).

Dengan demikian, menjadi jelas-lah bahwa teknokrasi memiliki
seperangkat mesin (aparatus politik) sebagai sarana sekaligus tujuan
untuk mencapai keseimbangan politis. Sebaliknya, para teknokrat memiliki
privelase khusus untuk menentukan dan mengefektifkan kebijakan yang
dipandang strategis bagi keberlanjutan rezim yang sedang berkuasa
(Seetra, 2020). Sebab, kuasa adalah sarana yang paling potensial untuk
menguasai opini dan tindakan publik. Penguasaan terhadap “dunia
pikiran” manusia adalah tujuan akhir dari ideologi teknokrasi. Sehingga
tidak berlebihan jika hampir seluruh rezim penguasa di dunia ini berupaya
mengadopsi bahkan secara legal-formal mengukuhkan keberadaan
teknokrasi otokratis sebagai “agama” baru yang paling rasional (Windholz,
2020).

Pada tataran ini, dapat diterangkan bahwa pertimbangan teknis
merupakan pilihan absolut dan final sehingga tidak perlu didiskusikan
maupun diperdebatkan posisi epistemologisnya. Prinsip dasar sistem
teknologisasi yang totaliter semacam ini benar-benar menutup
kemungkinan bagi terbukanya ruang diskursus dialogis yang produktif.
Tertutupnya ruang dialogis itu didasarkan pada sebuah claim klasik bahwa

kebenaran (pembuktian) hanya dapat diverifikasi melalui hasil riil yang
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diperlihatkan. Kemudian, orientasinya lebih diutamakan pada aspek
kemanfaatan secara mekanis dengan skala prioritas yang dapat
dikuantifikasi.

Cara pandang pragmatis seperti itu cukup riskan sebab orientasi
utama pada tindakkan praktis, bisa saja memunculkan apatisme logis.
Salah satu perwujudan sistem berpikir apatisme dapat terungkap dari
fakta terabaikannya nilai-nilai humanitas di dalam sistem teknologisasi.
Pada tingkatan yang paling inheren, prinsip teknokrasi berkembang dalam
jalinan logika pengetahuan yang absurd. Sebab, teknologi yang awalnya
bersumber dari hasil rasionalitas manusia akan berjalan dengan
sistemnya sendiri. Akibatnya, manusia hanya akan menjadi insrumen
pelengkap dari sebuah sistem teknologisasi. Dan pada titik inilah, boleh
dinyatakan bahwa rasionalisasi teknologi dan teknokrasi adalah peluang
sekaligus tantangan ideologis paling serius bagi masa depan (Ryff &
Singer, 2008).

Sementara itu, manusia sebagai kreator instrumen teknologi, akan
mengalami ketergantungan struktural terhadap sistem teknologi.
Ketergantungan manusia atas teknologi melahirkan problem psiko-sosial
yang cukup mendasar. Kecemasan ini, terutama terarah kepada relasi
kuasa teknologis yang mengakibatkan moment tercerabutnya manusia
dari akar identitas psikologis, sosial, maupun kulturalnya (Wahyudi, 2016).
Berdasarkan prinsip teknokrasi yang lebih memprioritaskan pada dimensi-
dimensi teknis, maka manusia akan kehilangan otentisitasnya sebagai
makluk berpikir (homo sapiens).

Pemujaan berlebihan terhadap sarana-sarana instrumental
teknologis akan mengarah ke fenomena yang disebut oleh sosiolog Max
Weber dengan "pesona” rasionalitas instrumen. Menurut Weber, premis
kunci dari rasionalitas tindakan yakni penggunaan perhitungan angka-
angka pasti yang rasional disertai dengan seluruh apparatus
pendukungnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ciri yang
nampak  dalam pengembangan rasionalitas  tujuan adalah

memprioritaskan pada metode kerja yang sangat baku (Funk, 2020).
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Sementara itu, tindakan manusia semata-mata hanya berorientasi
pada tujuan praksis yang hendak dituju. Sosiolog Weber merumuskan
distingsi konseptual yang populer mengenai makna tindakan manusia di
dalam pemgalaman hidup bersosial. Konsep elementer yang dirumuskan
oleh Weber yakni rasionalitas berorientasi nilai dan rasionalitas
berorientasi sarana atau instrumen (Khalil & Marciano, 2021).

Konsep penting Weber mengenai rasionalitas dan efek-efek
patologisnya, kemudian dikritik dan dikembangkan lebih lanjut oleh filsuf
Jurgen Habermas melalui pendekatan komunikatif. Rasionalitas
komunikasi adalah model ideal pendekatan yang dapat menghindari
kebuntuan epistemologis. Komunikasi dapat mendorong tercapainya
jawaban yang benar untuk pertanyaan faktual. Sementara itu, rasionalitas
nilai adalah hakikat atau dasar dari orientasi hidup manusia di dalam
komunitas. Syarat prakondisional komunikasi yang ideal adalah dimilikinya
pemahaman yang sama untuk sebuah dialog konseptual maupun praktis.
Jadi, diperlukan sikap netral tanpa pretensi apa-pun dalam sebuah proses
doalog atau komunikasi (Hammersley, 2022).

Habermas menafsirkan sistem rasionalisasi Weber dalam dua
kategori yang disebutnya rasionalisasi dari "bawah” menyangkut unsur
interaksi sosial dan rasionalitas “atas’. Pengalaman hidup dalam
kebersamaan dengan dialog tanpa prasangka ideologis apapun adalah
gambaran masyarakat moderen yang ideal. Struktur sosial-budaya dan
sistem nilai yang dihayati bersama adalah representasi model ganda
masyarakat, di mana dua bidang yang terintegrasi oleh mekanisme yang
saling bersinergi (Sik, 2019). Habermas ingin mengembalikan posisi
teoritis yang telah diletakan Weber agar sistem pengetahuan tidak jatuh
ke dalam motif ideologis tertentu.

Melalui pertimbangan rasionalitas komunikatif, kemungkinan ruang
untuk dialog menjadi terbuka sehingga segala proyek teknologi yang
menganut ideologi teknokrasi dapat dieliminasi melalui dialog atau diskusi
tentang implikasi langsung penerapan teknologi dalam kehidupan

masyarakat moderen. Jadi, tidak hanya mengacu pada kalkulasi untung-
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rugi secara finansial semata melainkan efek teknokrasi terhadap
penghancuran nilai-nilai kemanusiaan-pun menjadi agenda utama untuk

didialogkan secara terus-menerus.

KESIMPULAN

Sistem pemaknaan yang rasional dan integral berkenaan dengan
konsep nasionalisme akan berimplikasi positif dalam hal mengedukasi
generasi emas. Sebagai referensi acuan dalam konteks pegangan nilai-
nilai etis dan identitas kolektif, konsep nasionalisme clear dan obyekitif
memungkinkan terbentuknya karakter generasi muda (generasi emas)
yang bermartabat. Karakter yang bermartabat ini menjadi simbolisasi
resistensi terhadap ekses rasionalisasi ideologi kapitalisme lanjut dan
proyek-proyek modernisasinya. Proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan
yang kritis dan obyektif, disertai penguasaan skill-skill teknis, sudah
menjadi keharusan historis yang tak terelakkan. Kemampuan integratif
semacam ini memungkinkan terbentuknya karakter generasi emas
Indonesia yang etis, responsif, tangguh, adaptif, dan cerdas dalam
mengantisipasi kompleksitas perkembangan zaman. Jadi, pendekatan
ilmu sosial kritis sangat relevan untuk menjawab tantangan masa depan
dan berkontribusi positif bagi proses pembangunan nasional yang inklusif

dan memiliki keberpihakan riil atas nilai-nilai kemanusiaan universal.
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